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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor kedisiplinan.memegang peranan yang.sangat penting dalam pelaksanaan
kerja pegawal. Seorang pegawai yang mempunyai tinglat kedisiplinan yang tinggi
akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Faktor
kedisiplinan seorang:pegawai dapat dilihat dari segi kesetiaan, prestasi kerja,
tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan kepemimpinan.

Kota Tanjung Pinang merupakan kota yang terletak di kawasan pesisir yang
terlibat banyak kekayaan alam laut, seperti salah satunya sumber daya alam
perikanan, maka tidak heran yang menjadi sumber mata pencaharian
masyarakat Tanjungpinang tersebut adalah sebagai nelayan. Kawasan pesisir
meliputiwilayah daratan yang terkait pada wilayah perairan maupun wilayah
laut, berpengaruh terhadap wilayah daratan dan tata guna tanah. Kawasan
pesisir memiliki kekayaan dan kebhinekaan sumber daya alam. Pesisir pantai
dan habitat (hutan bakau,estuari, daerah tambak, terumbu karang, rumput
laut,) merupakan daerah-yang produktif-secara biologt tetapi mudah
mengalami degredasi karena dampak ulah manusia atau karena peristiwa
ilmiah.

Dalam melaksanakan tugas di Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai

fungsi:
1. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi,
keuangan, umum dan kepegawaian
2. Penyususnan program dibidang kelautan dan perikanan
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis

dibidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
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4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis

dibidang perikanan budidaya

5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis

keahlian, pengalaman dan pendidikannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 1 ayat 1 dalam peraturan pemerintah
ini yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan

pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang



ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri-Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi
pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Dengan demikian,
ASN belum tentu merupakan PNS, sedangkan PNS sudah pasti merupakan ASN.
PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat tertentu, diangkat
sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.sedangkan PPPK adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.PNS . diangkat sebagai pegawai tetap woleh pejabat Pembina
kepegawaian « dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara
nasional.Sedangkan PPPK diangkat sebagai pegawai sesuai dengan kebutuhan
instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. Dari segi definisi jelas bahwa
PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK bekerja hanya dalam
jangka waktu yang telah ditentukan diperjanjian kerja atau berdasarkan kontrak.

Hak dan kewajiban ASN mesji demikian, baik PNS maupun PPPK memiliki
hak untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan
gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
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Menurut UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), fungsi
ASN adalah pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik dan, perekat dan pemersatu

bangsa.

publik Indonesia

an dan Perikanan

228

3 tahun 2010, pasal

h banyak pegawali

Sl e T

Seperti yang terlihat

sebelum jam Kerja

3 = 3

(game) di komputer.
' dan pengawas
penyelenggaraan " pangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan ‘ ‘E:m;," yang professional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Nilai dasar ASN adalah landasan prinsip ASN dalam bekerja. Nilai dasar ASN

meliputi:

1. Memegang teguh ideology pancasila
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N

Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah

w

Mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia

perangkat sistem Karir.

Jabatan administrasi ASN adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
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Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator yang bertanggungjawab
memimpin  pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan, jabatan pengawasan bertanggungjawab

dan fasilitas, cuti,

ngan kompetensi.

perlindungan dan

. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran

dan tanggungjawab
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6. Menunjukkan integritas dan keteladaan sikap, perilaku, ucapan dan tindakan
kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan.

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan

7 .
ran dan standar, sehingga
& %
>
dan perilaku yang diinginkan
berifat negative.

Menurut Darsono dan Siswandoko (2011:130) Ada beberapa cara menegakkan

disiplin Preventif dalam suatu organisasi yaitu:

1. Pegawai diseleksi dan ditempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku



Pegawai dididik dan dilatih sebelum ditemptkan pada suatu pekerjaan

Pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan kemampuannya

Membangun pegawai untuk memiliki sikap positif terhadap pekerjaan yang

akan diberikan

5. Membangun pegawai untuk memiliki keberanian mengeluarkan pendapat
dan memberikan kesempatan

6. Mengevaluasi kinerja.pegawai dan.memberikan hasil sebagai umpan balik

untuk memperbaiki pola piker dan perilakunya dalam pekerjaannya.

hown

b. Disiplin Korektif yaitukegiatanyang diambil untuk menangani pelanggaran
terhadap aturan-aturan dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran
lebih lanjut. Tindakan sanksi korektif seharusnya dilakukan bertahap, mulai

dari yang paling ringan sampai ke yang berat.

Disamping itu, dalam memberikan sanksi korektif seharusnya memperhatikan

3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Pegawal yang diberikan sanksi harus diberitahu pelanggran apa yang telah

diperbuatnya

Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri

3. Dalam hal pemberian sanksi terberat, yaitu pemberhentian perlu dilakukan
“lain ‘'megapa manajemen terpaksa mengambil keputusan atau tindakan
sekeras Itu.

N

Dilihat juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun
2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil pasal 3 ayat 5 dan 7 menjelaskan
tentang “melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab”, dan pada ayat 7
“mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang

dan/atau golongan.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1) dan (3) menjelaskan tentang

“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk

autan dan Perikanan

derikanan Provinsi
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Table 1.1 Data Pegawai di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Riau

No Nama/NIK Pangkat/GOL Jabatan
1 Drs. Edy Sofyan,M.Si Pembina Utama Kepala Dinas
196501241989031006 Madya
2 Agoes Sukarno,S.Sos Pembina Tk.1 Sekretaris
196308221988101003
3 Fakhri Rahkmatullah Penata Muda Tk.1 Sub Bagian
S.SL.PI Perencanaan dan
198755222311.011001 Evaluasi
4 Yenny,Kurnia Penata Tk.1 Sub Bagian
196204201344232013 Keuangan
5 Jefriyanto Penata Muda Tk.1 | Sub Bagian Umum
190812042011511017 dan Kepegawaian
6 La Ode M Faisal, SPi | Pembina Tk.1/ [ll.d | Bidang Kelautan,
197805012006041009 Konsevasi dan
Pengawasan
7 M. Tahmid, S.P1.M.Si Penata/lll.c Seksi
197805012006041009 Pendayagunaan
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
8 Feronika, ST Penata/lll.c Seksi Konservasi
dan
198402142011011003 Keandekaragaman
Sumber Daya
Hayati
9 Sahrizan,ST Penata/ Ill.c Seksi Pengawasan
197706042010011007 Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
10 Relawan Zai, A:Pi., Pembina Tk.1/IV.b | Bidang Perikanan
M.A.P dan Alat Tangkap
196504231991031011 Ikan
11 Raja Istiqgomah, S.Pi Pembina/lV.a Seksi pengelolaan
Sumber Daya lkan
Dan Kenelayanan
12 | Deolaus Yelpidio. S.PI Penata Muda Tk.1 Seksi Kapal
197501272010011008 Perikanandan Alat
Tangkap Ikan
13 Dharmadani Gegono, Penata/ Il ¢ Seksi
S.PI Pengembangan
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197902052008031001

Pelabuhan
Perikanan

14

Ulia Fachmi, SPi, MSi

197407132009041003

Penata Tk.I/111.d

Bidang Perikanan
Budidaya

15

18

Syahrul Amri, ST

19

20

19750 101001

iy ST

hi

B}
42P0RRL003

21

e Ov

22

23

Juna
1970

Sumber: Dinas Kelautan

Penata Muda
Tk.1/1

XL

Seksi Produksi dan
Usaha Bidang
Perikanan

udidaya
rana dan
arana
esehatan
n dan

Pengolahan
Pemasaran

i Bina Mutu
Diversifikasi
roduksi

Seksi
gembangan
vestasi dan
Logistik

si Promosi dan
Pemasaran

Kepala Balai
Pelabuhan
Perikanan

epala UPTD Balai
Pengujian Mutu dan
Pengembangan
Produk Kelautan
dan Perikanan

anan Provinsi Kepulauan Riau

11
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Tabel 1.2: Tingkat Disiplin Berdasarkan Absensi Didinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No Bulan Keterangan Jumlah
A I S P
1 i 18
10
11
4 i “&?\sﬁns ISLAMAS 7
5 R 84, 17
6 12
7 16
8 7
9 10
10 e - AR 11
11 EEl2EE 16
2 Al EETISEE 16
151
Penti an S% an d ai tujuan organisasi
dalam mencip E Mﬁ R a hal ini manajemen
kepemimpinan s atkan kinerja pegawai
o L]
setiap organisa a goptimalkan sumber daya
manusia dan bagaima a elola. Pengolahan sumber daya
manusia dimulai dari proses r en, training sampai proses maintainnya.

Pengolahan sumber daya manusia yang harus matang dimulai dari awal karena
nantinya akan sangat menentukan kelangsungan organisasi. Hal ini menjadi
tanggungjawab manajemen atau pemimpin organisasi, karena itu manajemen harus

mampu membuat perencanaan yang mateng, menyusun strategi yang efektif serta
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mampu mengkoordinasikan semua komponen perusahaan pada umumnya dan
sumber daya khususnya (Sutrisno,2009).

Adapun jadwal untuk menjamin terlaksananya terkait mengenai tentang

Sumber

Disiplin merupakan sikap dan tingkah laku terhadap perbuatan yang telah
disesuaikan dengan peraturan organisasi yang baik yang tertulis maupun tidak
tertulis. Peraturan yang termasuk didalamnya yaitu lambat masuk serta cepat

pulang jam kerja pegawai.
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Tidak hanya terkait pada jam kerja, pegawai harus disiplin akan pakaian yang

telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Tabel 1.4 Pakaian Pada Hari Kerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

2 Nomor 23 Tahun
2011, Kode Etik pegawai adala an, sik: aku bagi pegawai dalam

Peraturan Kepala

Disiplin
d. Bersemangat
e. Kerjasama

f. Pelayanan prima
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Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah salah satu metode
untuk memelihara keteraturan tersebut. Tujuan utama disiplin adalah untuk

meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan

Larangan bagian Kesatuan Kewajiban setiap PNS wajib:

1. Ucapan/ janji PNS;

2. Mengucapkan sumpah/ janji PNS;
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w

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Pemerintah;

13. Menggunakan dan meningkatkan barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;



17

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;

dan

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh laporan yang resmi.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 3:

Diantaranya, setiap PNS wajib:

1.

2.
3.
4.

Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri,
seseorang dan/atau golongan.

Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

Membimbing bawahan dan melaksanakan tugas.

Pada pasal 7, tingkat dan jenis hukuman disiplin:

1.

2.

Tingkat hukuman disipin terdiri dari:

a. Hukuman disiplin ringan.

b.  Hukuman disiplin sedang, dan

c. Hukuman disiplin:berat

Jenis hukum disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dart:

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis, dan

c. Teguran tidak puas secara tertulis

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan

c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

c. Pembebasan dari jabatan

d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri senagai PNS,
dan
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e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Untuk tercapainya tujuan pemerintah tersebut terlihat dari teladan pemimpin,

ketegasan, sanksi, dan waksat pegawai pada saat melaksanakan tugasnya. Namun

08.30 WIB, begitu

jam 16.00 WIB

sehingga pegawai harus terpaksa tinggal di kantor karna tidak ada tersedia
rumah dinas atau mess.
Dari keterangan diatas dan kondisi yang telah penulis paparkan menunjukkan

kurang disiplin waktunya pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
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Kepulauan Riau sehingga dari gejala-gejala dan uraian diatas perlu dilakukan

penelitian yang lebih mendalam dari keluhan tersebut.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis dan menjelaskan kedisiplinan pegawai pada Dinas
Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas atau fungsinya di

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
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b. Untuk menganalisis dan menjelaskan ketidak disiplinan pegawai

khususnya mengenai keterlambatan masuk jam kerja.

pbagi  pegawai,

anan Provinsi
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BAB 11
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

ggiatan pencatatan,
ikan, penggadaan,
yang dikeluarkan
oleh su isasi/institt '-.' dinis rasi dala as, yakni proses

Secara terorganisasi

tergantung pada konteks disip

Zulkifli (2005;16) mengemukakan pendapat bahwa administrasi adalah
rangkaian pekerjaan ketata usahaan atau kesektariatan yang terkait dengan surat

menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Jadi,
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administrasi adalah serangkaian kegiatan ketata usahaan atau kesekretariatan
berupa surat menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang

dilkukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk

ai keseluruhan

tas rasionalitas

ya (dalam Syafri,

ama manusia yang

Menurut Leonard administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap
usaha kelompok, publik, atau privat, sipil atau militer skala besar atau kecil (dalam

Syafri 2012;9).
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Administrasi bukan hal baru Karena administrasi sudah ada seumur dengan
peradaban manusia, sebagai contoh tidak mungkin akan berdiri piramida di Mesir,

dan tidak akan mampu berdiri ke Khalifahan Usmany sehingga menguasai

b. Sebagai aparatur (ma aparat (apparatus) dari pemerintahan.
c. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang

memerlukan kerjasama tertentu.
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Seiring dengan pendapat diatas Bintoro Tjokroadmidjojo mengemukakan
administrasi Negara sebagai manajemen dan organisasi dari manusia-manusia

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Ridwan, 2010;26).

7
"
’
s
%o

2013;1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2013;3) berpendapat bahwa
organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu

yang bekerjasama untuk mencapai beberapaa sasaran yang disepakati.
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Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara
dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka

suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat

3. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam
rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang

menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka
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pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian

2003:5).

Menurut Stonerdmanajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan,

i dan menggunakan

Si yang sudah

\\“*’

emen merupakan

LG

nning, organizing,
gunakan baik ilmu
pengetal alam rangka usaha

mencapa

LS L\ &Y

dimpinan merupakan

n orang-orang dan

SN

-benar tercapai (dalam

Menurut Munandar (20 en berarti proses mengoordinasikan
kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif
dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif mengoordinasikan pekerjaan

orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial.
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Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya sehingga seorang manajer tidsk

bisa semuanya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sejalan dengan itu juga gemukakan bahwa manajemen sebagai
proses yang khas yang terdiri dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-
sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya

(dalam Suhardi;2)
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Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu

iy disay yejepe il udwnyo(]
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karena itu, sumber daya manusie elola dengan baik untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan

yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.
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Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu

organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu

organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

h sumber daya manusia
pengarahan dan

i, pengintegrasian,

=4
A
v
&
el
g
o

ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot (2002;30) manajemen sumber daya manusia didefinisikan
sebagai aktifitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan

memelihara Kinerja yang tinggi dalam organisasi.
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Sumber daya organisasi dalam garis besar dapat dibedakan kedalam dua
kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya

manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi

o
o
g
v
o
o
er.
g

pminan karena satu-

perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang
merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, focus yang dipelajari
manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang hubungannya dengan

tenaga kerja manusia saja.
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Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang
menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi

fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia

anusia juga perlu

sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian
sebelumnya. Yang mendefinisikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

individu.
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5. Konsep Disiplin

Bagi Beach (dalam Siagian, 2002) disiplin mempunyai dua pengertian yang

§ E

gai suatu kekuatan

karyawan dapat

L LY

an, dan nilai-nilai

Menurut Terry (dalam Tohardi, 2002) disiplin merupakan alat penggerak
karyawan. Agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancer, maka harus

diusahakan agar ada disiplin yang baik. Terry kurang setuju jika disiplin hanya
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dihubungkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan (hukuman), karena

sebenarnya hukuman merupakan alat paling akhir untuk menegakkan disiplin.

hendak dicapai (Ranupandoyo dan Masnan, 1992).

Disiplin merupakan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri
karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Dengan demikian, bila

peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan itu diabaikan atau sering
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dilanggar, maka karyawan mempunyai disiplin kerja yang sangat buruk. Disiplin
dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh, guna menjaga efisiensi dengan

mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam iktikad tidak baiknya

ntuk melindungi perilaku

%
“lp gatakan disiplin

adalah ar sediaa an K ] 3 ematuhi dan menaati

norma-

Di : ) baik akan men at tL perusahaan, sedangkan

3

disiplin ambat pencapaian

tujuan peru 17;86) mengatakan

disiplin se laku dan sikap yang

A & L\

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam
melakukan pekerjaannya.
3. Besarnya rasa tanggungjawab para karyawan untuk melaksanakan tugas

dengan sebaik-baiknya.
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4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan

karyawan.

5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan.

berguna untuk memenuhi kebut pegawai di luar upah atau gaji. Turunnya
Kinerja pegawai juga bisa disebabkan kurangnya tingkat kesejahteraan yang

diterima karyawan.
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Ancaman (sanksi): salah satu indikator yang berpengaruh dalam meningkatkan
disiplin pegawai, dengan ancaman sanksi yang semakin berat pegawai akan

semakin takut melanggar peraturan serta mengurangi indisipliner pegawai. Berat

mempenga lisiplinan pe : > ni dan tegas, bertindak
untuk ‘ setiap pegawai yang esuai dengan sanksi

hukum

Tuju an kema ~ g lisiplinan, tujuan yang

dicapai a AN : p menentang bagi

harus memberi contoh yang : paik, jujur, adil, serta sesuai kata dan

perbuatan.

Menurut Singodimedjo (2000), faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

pegawai adalah:



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

37

1. Besar kecilnya pemberian konpensasi.

Besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi tegaknya disiplin. Para

karyawan agar mematuhi segala perturan yang berlaku, bila ia merasa mendapatkan

dari me

=0

NS S b
g

tamba

keluar.

08:00, maka si pemimpin tid : erja terlambat dari waktu yang sudah

ditetapkan.

3. Ada ketidak aturan pasti yang dapat doijadikan pegangan
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Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak
ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin

tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan intruksi

erlu ada keberanian
pelanggaran yang
ai dengan sanksi
Jan dalam hatinya
ikian, maka semua

asal jadi seenaknya

pekerjaan dengn tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara yang

satu dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan
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konpensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi merka juga masih

membutuhkan perhatian yang menantang tetapi mereka juga masih membutuhkan

perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri.

Kecendrungan orang normal adalah melakukan apa yang menjadi kewajibannya
dan menepati aturan permainan. Sewaktu-waktu orang mengerti apa yang
dibutuhkan dari mereka dimana mereka diharapkan untuk selalu melakukan

tugasnya secara efektif dan efisien dengan senang hati. Kini banyak orang yang
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mengetahui bahwa kemungkinan yang terdapat di balik disiplin adalah

meningkatkan diri dari kemalasan (Tohardi, 2002).

Disiplin  kerja.smerupakan alat yang digunakan para menejer untuk

butuhkan sebagai

. Esensi kerangka

s tahap demi tahap

ahan bagi penelitian.

Kepulauan Riau, : emiliki fungsi memberikan beberapa
peraturan kedisiplinan untuk para pegawai yang bekerja di Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mulai dari waktu aturan-aturan dalam rangka

memenuhi kedisiplinan terhadap pegawainya.
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Gambar 11.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Administrasi

ang  mempengaruhi

Kurang Baik

dengan baik, dilihat dari pegawai yang masih tidak patuh terhadap aturan jam kerja.
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D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian

ini diperlukan persamaan persepsi atau pandangan dalam melihat indikator-

memberikan penyaluha adap program dan pembinaan kepada
kelompokmsasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang
diharapkan oleh tujuan program.

5. Disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang didalam tubuh karyawan

dan menyebabkan karyawan dapat menyelesaikan diri dengan suka rela
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pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan

perilaku.

6. Disiplin kerja pelaksanaan disiplin kerja dilihat yang paling baik adalah

hidupannya dengan

emerintah maupun

au mendeskripsikan

memberikan suatu
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Table 11.1: Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Disiplin Kerja
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau.

pimpinan harus
tegas dan jelas
dalam

Konsep Indikator Item Yang Ukuran
5
a.Baik
b.Cukup
Baik
c.Kurang
Baik
li diluar
berupa | &Baik
b.Cukup
Baik
c.Kurang
i mangkir Balk
(50%) dari ab%en
pada
seseorang
atau
kelompok
dapat 1.setiap pimpinan | 3.Baik
dihindari. harus tegas b.Cukup
Nawawi terhadap Baik
(Dalam bawahan yang c.Kurang
melanggar '
Hartatik peraturan Baik
2014;183) 2. Setiap
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memberikan
suatu pekerjaan
kepada
bawahannya.

a.Baik
b.Cukup
Baik
c.Kurang
Baik

a.Baik
b.Cukup
Baik
c.Kurang
Baik

DI disay yepepe fur udwnyo(
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kategori yaitu: Baik, Cukup baik, Kurang baik.

Variable dari pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil (PNS) pada dinas

kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau adalah:
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Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada rentang
persentase 66% - 100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori cukup baik berada pada
a g baik berada

pat dikategorikan

Baik : i : dikator pada kategori baik berada di

persentase 66% - 100%

Cukup Baik . Apabila semua indikator pada kategori cukup baik

berada di persentase 34% - 65%
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Kurang Baik: Apabila semua indikator pada kategori kurang baik berada di

persentase 0% - 33%

. Ketegasan

i ategori baik berada di
N \\\\\“ .0‘ )
A @gﬁ:ﬁum& @ up baik berada

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada di
persentase 66% - 100%
Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori cukup baik berada

di persentase 34% - 65%
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Kurang Baik: Apabila semua indikator pada kategori kurang baik berada di

persentase 0% - 33%
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

enelitian yang digunakan

‘!QEQQ“ .ea‘ 2enelitian survey
A quﬂgﬁ,z g '. populasi untuk

JJJJJ

kurangnya kedisiplinan pegawa dap perilaku.
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang

%)
¥
fe]
1)
i
e

-
—
>
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Table I11.1:Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian tentang Pelaksanaan
Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas
Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

POPULASI

JUMLAH | SAMPEL

PERSENTASI

5

100%
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D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berik

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

mengenai Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas
Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berupa pertanyaan yang

menyangkut tentang Kedisiplinan.
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2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan

dengan masalah.penelitian dan dianggap perlu misalnya mengenai kedisiplinan.

F.

diperlukan olrh
penuli 5 ‘oyj' pulan data yang
melipu '« angsung terhadap
focus p

langsung dari respone ara mempersiapkan daftar pertanyaan,
wawancara dilakukan dengan responden yaitu kepala bagian di dinas
kelautan dan perikanan provinsi kepualaun riau.

3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2005;9) merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlaku, yang dapat berupa bentuk lisan, gambar, atau karya-



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

54

karya monumental dari seseorang teknik dokumentasi berguna untuk
memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan menggunakan

perekam kamera untuk mengambil gambar di saat melakukan penelitian.

yang digunakan
menurut jenisnya
yang ha ajika am- bentuk-te se, dan dilengkapi
dengan G : 3 3 r ' dian, dianalisis dengan

metode deskripti atu cara yang dilakt enganalisis data dengan
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Table 111.2: Jadwal waktu penelitian Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau

Februari

No | Jenis Bulan dan Minggu
Kegiatag Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari

1 | Penyusunan
UP

2 | Seminar UP

3 | Revisi UP

4 | Revisi
Kuesioner

5 | Rekomendasi
Survei

6 | Survey
Lapangan

7 | Analisis Data

8 | Penyusunan
Hasil
Penelitian

9 | Konsultasi
Revisi Skripsi

10 | Ujian
Komprehensif

11 | Revisi SKripsi

12 | Penggandaan
Skripsi

Sumber: Olahan Penelitian, 2019
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1. Rencana sistematika laporan penelitian

Sistematika penulisan usulan penelitian salam bentuk skripsi dalam 6 bab,

dimana setiap pembahasan bab saling berkaitan:

la atau awalan

penelitian.

asan teoritis untuk
dengan penelitian
I, konsep variable
pene

BAB Il

Pada bab ini berisikan tentang dinas kelautan dan perikanan Provinsi
Kepulauan Riau, sumber daya organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta sumber
daya manusia.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan

oleh penulis yaitu pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil (PNS) pada

dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

dari pelaksanaan oma ahun 2005 tentang Pedoman
©

ﬁm‘\\

Pembinaan dan Pengawasa aan Pemerintah Daerah.
B. VISI DAN MISI
a. Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau

Visi Provinsi Kepulauan Riau
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“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Ramah

Lingkungan, Sejahtera dan Berakhlak Mulia”

Misi Provinsi. Kepulauan Riau

‘ ‘t ﬁ‘ ’ i_budaya lainnya
T T

b. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan
Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu penghasil

Produk Kelautan dan Perikanan Unggulan di Indonesia”
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Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

1. Meningkatkan Produksi untuk kesejahteraan masyarakat Kelautan dan

Perikanan

perikanan Provinsi

dengan Peraturan

2016 Pasal 500

2) Dinas Kelautan dan Pe an dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi
dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan
Pengolahan dan Pemasaran;

b. Pelaksaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan Konservasi dan
Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan
Pengolahan dan Pemasaran;
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Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan
Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan
Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran;

Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan
Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan
Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.

3). Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dinas Kelautan dan Perikanan-mempunyal rincian tugas:

a.

Merumuskan program kerja di Tingkungan Dinas Kelautan dan
Perikanan berdasarkan rencana strategi Dinas Kelautan dan
Perikanan;

Mengkoordinaksikan pelaksanaan tugas di- lingkungan Dinas
Kelautan dan Perikanan;

Membina bawahan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas
Kelautan dan Perikanan;

Merumuskan  kebijakan teknis,  fasilitasi, koordinasi serta
pembinaan teknis Bidang sekretariat;

Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pembinaan teknis bidang Kelautan, konservasi dan pengawasan;
Merumuskan * ‘kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pembinaan teknis bidang Perikanan Tangkap;

Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pembinaan teknis bidang Perikanan Budidaya;

Merumuskan kebijakan teknis, - fasilitasi, koordinasi serta
pembinaan teknis bidang Pengolahan dan Pemasaran;

Merumuskan Kkebijakan- teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pembinaan teknis'pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis
Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kelautan
dan Perikanan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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4) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

a.

© o oo o

Sekretariat;

Bidang Kelautan dan Konservasi dan Pengawasan;

Bidang Perikanan Tangkap;

Bidang Perikanan Budidaya;

Bidang Pengolahan dan pemasaran;

Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas pokok dan fungsi sekyretariat Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 501
1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, barang milik Negara/Daerah, arsip dan
dokumentasi, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang
bidang.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekretariat menyelenggarakan fungsi:

2)

a.
b.

Pelaksanaan pengkajian program kerja kesekretariat dan dinas;
Pelaksanaan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di
bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh bidang-
bidang;

Pelaksanaan- /1 pelayanan:, = “administrasi... keuangan  meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan Dinas;

Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi
pengususlan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi,
pembinaan disiplin, pension serta kesejahteraan pegawai dinas,
cabang dinas dan URTD;

Pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan  barang/asset, kehumasan
pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;

Pelaksanaan  pengkajian  bahan  penataan  kelembagaan,
ketatalaksanaan dinas, cabang dinas dan UPTD;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
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h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis
(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan
(RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA), dan Penetapan Kinerja. (TAPKIN), serta Laporan
Akuntabilitas_ Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup dinas;

I. Pelaksanaan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan
rekomendasi‘dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi
bantuan keuangan dan hibah/bantuan-sosial di bidang kelautan dan
perikanan;

J. Pelaksanaan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;

k. Pelaksanaan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan
kebijakan;

| Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan
Sekretariat dan Dinas;

m. Perencanaan__ operasional, _mengontrol dan mengevaluasi
penyelenggaraan urusan keuangan dan perbendaharaan;

n. Pemberian  petunjuk  dan arahan “serta  mengevaluasi
penyelenggaraan urusan perencanaan, pendataan dan pelaporan;
dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala
dinas.

Sekretariat terdiri atas;

a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Sub bagian Keuangan; dan

c. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pasal 502

Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan, melakukan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis,
pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
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2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

1)

2)

a.
b.

>\@

Melaksanakan penyusunan program kerja kesekretariat;
Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di
bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh dinas;
Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan
pelaporan dinas;

Melaksanakan  koordinasi  penyusunan  perencanaan  dan
pengendalian program dinas, vabang dinas dan UPTD;
Melaksanakan- koordinasi‘penyusunan bahan Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan
Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ), dan ‘bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) ;ingkup dinas;

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup;

Melaksanakan pengendalian kegiatan;

Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dinas, cabang dinas.dan UPTD;

Melaksanakan ‘koordinast- penyusunan bahan verifikasi, bahan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi
bantuan keuangan dan hibah/ bantuan sosial di bidang kelauatan dan
perikanan;

Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan Pasal 503

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengendalian kegiatan, melakukan koordinasi dan penyusunan bahan
kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan,
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
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a. Melaksanakan penyusunan program Kerja;

b. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis
keuangan dan neraca asset;

c. Melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen
anggaran;

d. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca
asset;

e. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan
asset;

f. Melaksanakan-penytapan-bahan-pembinaan administrasi keuangan

dan neraca asset dinas, cabang dinas'/dan UPTD;

Melaksanakan pengendalian kegiatan;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan

asset cabang dinas dan UPTD;

i. Melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan asset
kegiatan anggaran pendapatan dan belanja dinas;

J. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan; dan

k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

> @

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 504

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan- pengendalian kegiatan, melaksanakan koordinasi dan
penyusunan bahan * ‘kebtjakan  teknis, pelayanan administrasi
kepegawaian dan administrasi umum dinas.

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut;

a. Melaksanakan penyusunan program kerja;

b. Melaksanakan koordinasi dan.menghimpun bahan kebijakan teknis
kepegawaian dan umum;

c. Melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan Kkarir
dan kopetensi, pembinaan disiplin, pension dan kesejahteraan
pegawai dinas;

d. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan,
pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
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Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan
penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah dinas;
Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum;

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan  administrasi
kepegawaian, dan barang daerah cabang dinas dan UPTD;
Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan dinas;

Melaksanakan- ‘koordinasi‘ penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

c. Tugas pokok dan fungsi Bidang Kelautan; Konservasi dan Pengawasan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7
Tahun 2016 Pasal 505
1) Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan mempunyai tugas dan

fungsi - memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan,

penyusunan kebijakan, koordinasi,pemantauan, pembinaan, evaluasi
dan pelaporan terkait kelautan, konservasi dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan mempunyai rincian

2)

tugas;

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Kelautan,
Konservasi dan Pengawasan;

b. Mendistribusikan. tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;

d. Menyusun bahan pengkajian program kerja bidang Kelautan,
Konservasi dan Pengawasan;

e. Menyusun bahan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan

kebijakan teknis kelautan, konservasi dan pengawasan meliputi
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan
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keanekaragaman sumber daya hayati, serta pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan;

Menyusun bahan urusan pemerintah bidang kelautan, konservasi
dan pengawasan meliputi perizinan pendayagunaan pesisir dan
pulau-pulau kecil, konservasi dan. keanekaragaman sumberdaya
hayati, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
Menysun Dbahan  koordinasi, pembinaan,. pemantauan dan
pengendalian teknis serta pelaporan urusan pemerintahan provinsi
bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;

Menyusun:hahan ‘verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan
pemantauan terhadap permohonan‘dan realisasi-bantuan keuangan
dan hibah/bantuan sosial di bidang Kelautan, Konservasi dan
Pengawasan;

Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan cabang dinas dan
UPTD;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan,
Konservasi dan Pengawasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bidang Kelautan, Konservasi danPengawasan terdiri dari:

a.
b.
C.

1)

2)

Seksi Pendayagunaan Pestsir dan Pulau-Pulau Kecil;
Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 506

Seksi Pendayagunaan Pesisir.dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai
tugas dan fungsi..melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pembinaan, fasilitas dan koordinasi, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), seksi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil
mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan kegiatan seksi pendayagunaan pesisir dan pulau-

pulau kecil;
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Membagi tugas kepada bawahannya di lingkungan seksi
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
Melaksanakan  penyusunan bahan  kebijakan, koordinasi
pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan
pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan pemberian izin lokasi
dan izin pengelofaan wilayah.pesisir;
Melaksanakan penyusunan “bahan  kebijakan pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan reklamasi
pantai, mitigasi, bencana alam dan kerusakan lingkungan pesisir
dan laut termasuk sumberdaya alam di wilayah laut;
Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan
pulau-pulau Kkecil meliputi pengembangan gugus pulau,
penataan lingkungan, penguatan-masyarakat adat dan lokal, dan
pendayagunaan pulau-pulau terluar;
Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan
pesisir meliputi pesisir terpadu, restorasi pesisir, reklamasi dan
pengembangan kawasan, mitigasi bencana dan adaptasi
perubahan tklim;
Melaksanakan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan
provinsi aspek pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan
menyelenggarakan - pemantauan terhadap permohonan dan
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
. Melaksanakan_koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan
cabang dinas dan UPTD;
Melaksanakan evaluasi Kkinerja, pelaporan dan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi pendayagunaan pesisir
dan pulau-pulau kecil; dan
. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati
Pasal 507

Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan;fasilitasi dan koordinasi, evaluasi
dan . pelaporan  pelaksanaan konservasi ~dan keanekaragaman
sumberdaya hayati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), seksi-kanservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati

mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan kegiatan seksi konservasi dan keanekaragaman
sumberdaya hayati;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi konservasi
dan keanekaragaman sumberdaya hayati;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi konservasi
dan keanekaragaman sumberdaya hayati;

e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, penataan,pengelolaan dan pengendalian teknis
aspek. kawasan konservasi dan keanekaragaman sumberdaya
hayati;

f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan,
pelestarian keanekaragaman, pemanfaatan konservasi dan
keanekaragaman hayati, serta kemitraan dan, pengembangan
sarana dan prasarana konservasi;

g. Melaksanakan penyusunan . bahan kebijakan pengelolaan,
pemetaan dan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan
wilayah dan sumber daya laut, pengaturan konservasi serta
pengelolaan kekayaan laut;

h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan
wilayah laut, pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya
ikan, dan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan
laut serta lingkungannya;
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I. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan
konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, kawasan konservasi
perairan dan rehabilitasi perairan;

J.  Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan

menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan
realisasi.bantuan keuangann dan hibah/bantuan sosial aspek
konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;

k. Melaksanakan penyampaian bahan saran . pertimbangan
mengenai aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya
hayati sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

I Melaksanakan koordinasi_dan (sinkronisasi- kegiatan dengan
cabang dinas dan UPTD;

m. Melaksanakan evaluasi kinerja, pelaporan dan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan seksi Konservasi dan
Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasal
508

Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

mempunyaic-tugas dan fungsi: melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitas dan koordinasi, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan.. kegiatan seksi Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

d. Memeriksa hasil Kkerja bawahan di lingkungan seksi
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
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e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian teknik aspek Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan
pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut dan sumber daya
kelautan sampai dengan 12mil;

0. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak
pidana, penanganan barang bukti, awak kapal, tindak lanjut
pidana kelautan dan perikanan serta Penyidik Pegawai Negeri
Sipil. (PPNS) perikanan‘dan kerjasama penegakan hukum;

h. Melaksanakan penyusunan “bahan kebijakan pembinaan,
pemantauan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan
pemerintahan aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan
perikanan;

I. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi,
pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan
hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan;

J.  Melaksanakan koordinasi_dan. sinkronisasi kegiatan dengan
cabang dinas dan UPTD;

k. Melaksanakan evaluasi Kinerja, pelaporan dan Tindak Lanjut
Laporan..Hasil Pemeriksaan lingkup di lingkungan seksi
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan

I. - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d. Tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Pasal
509
1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan

melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan,
koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait
perikanan tangkap.
2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai rincian tugas:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perikanan
Tangkap;
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Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perikanan Tangkap;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Perikanan Tangkap;

Menyedia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perikanan Tangkap;

Menyusun dan menghimpun bahan kebijakan serta pengkajian
teknis perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan
dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan
pelabuhan-perikanan;

Menysun bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha
perikanan tangkap;

. Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan,

evaluasi pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di
wilayah laut sampai dengan 12 mil dan penetapan lokasi
pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
Menyusun bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan
sosial serta realisasi aspek Bidang Perikanan Tangkap;

Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan cabang dinas dan
UPTD;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perikanan Tangkap;

. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan

Tangkap; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
b. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan; dan
c. Seksi Pelabuhan Perikanan.

Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan Pasal 510

Seksi Pengelolaan Sumberdaya lkan dan Kenelayanan mempunyai
tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan.
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2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai
rincian tugas :

1)

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya lkan dan
Kenelayanan;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;

Memeriksa hasil ' kerja bawahan-di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;

Melaksanakan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan
kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap,
aspek Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
Melaksanakan pendataan produksi hasil perikanan, penyusunan
statistik perikanan tangkap dan pembinaan kelembagaan nelayan;
Melaksanakan koordinasi, pembinaan pengendalian teknis aspek
dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
Melaksanakan kebijakan sistem informasi kenelayanan dan
penguatan kapasitas kelembagaan, sistem akses permodalan,
promosi dan.investasi di bidang'perikanan tangkap;

Melaksanakan " verifikast, - rekomendasi,  pemantauan terhadap
permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta
realisasi aspek Pengelolaan Sumberdaya lkan dan Kenelayanan;
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas dan UPTD;

Melaksanakan “evaluasi Kkinerja, pelaporan dan Tindak Lanjut
Laporan “Hasil. . Pemeriksaan lingkup di lingkungan Seksi
Pengelolaan Sumberdaya lkan dan Kenelayanan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Pasal 511

Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kkebijakan,



2)

74

pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan mempunyai
rincian tugas:

a.

Merencanakan kegiatan seksi.Kapal Perikanan dan Alat Penangkap
Ikan;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Kapal
Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;

Membimbing. -pelaksanaan‘ tugas. bawahan di lingkungan seksi
Kapal Perikanan dan Alat Penangkap-1kan;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Kapal
Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;

Melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
teknis izin usaha Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan serta
pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan
yang produktif dan ramah lingkungan;

Melaksanakan pengendalian dan pertimbangan teknis izin usaha
perikanan tangkap untuk kapal perikanan dan pemanfaatan alat
bantu penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum,
pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta
pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran'5 GT s/d 30 GT;
Melaksanakan ‘pengendalian kegiatan, pemantauan dan evaluasi
penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
Melaksanakan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap
permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta
realisasi aspek Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas dan UPTD;

Melaksanakan evaluasi kinerja, pelaporan dan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup di lingkungan seksi Kapal
Perikanan dan Alat Penangkap Ikan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Seksi Pelabuhan Perikanan Pasal 512
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1) Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelabuhan perikanan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai rincian tugas:

2)

a.
b.

Merencanakan kegiatan Seksi-Pelabuhan.Perikanan;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelabuhan
Perikanan;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelabuhan:Perikanan;

Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi Pelabuhan
Perikanan;

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta
menghimpun bahan kebijakan teknis pelabuhan perikanan meliputi
inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem
informasi potensi Pelabuhan Perikanan;

Melaksanakan kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan  pelabuhan  perikanan,  kebijakan  rencana
pembangunan/rehabilitasi serta - penetapan lokasi pelabuhan
perikanan baru dan kebijakan pembangunan jasa-jasa pelabuhan
perikanan;

Melaksanakan kebijakan standarisasi teknis Pelabuhan Perikanan di
wilayah laut® dan perairan umum, kebijakan tata operasional
pelabuhan perikanan dan koordinasi  kesyahbandaran dan
pemantauan dan evaluasi teknis pelabuhan perikanan;
Melaksanakan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap
permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta
realisasi Seksi Pelabuhan Perikanan;

Melaksanakan koordinasi-dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas dan UPTD;

Melaksanakan evaluasi Kinerja, pelaporan dan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup di lingkungan Seksi Pelabuhan
Perikanan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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e. Tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Pasal

513

1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas dan fungsi memimpin
dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan,
koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait
perikanan budidaya.

2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai rincian tugas:

a.

Menyusun:rencana “operasional-di lingkungan. bidang Perikanan
Budidaya;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
Perikanan Budidaya;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lignkungan bidang Perikanan Budidaya;

Menyedia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
Perikanan Budidaya;

Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan,
perizinan, pengembangan usaha serta pengkajian program kerja
bidang Perikanan Budidaya;

Menyusun dan menghimpun bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi
dan rekomendasi teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
perikanan budidaya, meliputi aspek produksi dan usaha, sarana dan
prasarana, kesehatan ikan dan lingkungan;

Menyusun bahan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan
pangan hasil perikanan di bidang Perikanan Budidaya;

Menyusun barang investarisasi dan pengumpulan data meliputi
produksiusaha, pembudidaya ikan dan kelembagaan serta fasilitasi
penguatan kelembagaan;

Menyusun bahan" dan saran pertimbangan mengenai bidang
perikanan budidaya sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah;

Menyusun bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan
sosial serta realisasi aspek bidang Perikanan Budidaya;

Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan cabang dinas dan
UPTD;
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I.  Menyusun bahan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan Tindak
Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup bidang Perikanan
Budidaya;

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bawahan
di lingkungan bidang Perikanan Budidaya; dan

n. _Melaksanakan tugas kedinasan lain yang. diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:

a. Seksi Produksi dan Usaha;

b. Seksi Sarana'dan'Prasarana; dan

c. SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan.

Seksi Produksi dan Usaha Pasal 514

Seksi Produksi dan Usaha mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi dan usaha.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Produksi dan Usaha mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Produksi dan Usaha;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan
Usaha;

c. . Membimbing ,pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Seksi
Produksi dan Usaha;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan
Usaha;

e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
pengembangan usaha pembudidaya ikan, fasilitasi izin usaha,
pendataan sarana prasarana,.dan produksi perikanan budidaya;

f. Melaksanakan urusan.pemerintahan bidang perikanan budidaya
meliputi inventarisasl, identifikasi dan analisis data, pengumpulan
data statistic perikanan budidaya serta penyusunan sistem informasi
potensi produksi dan usaha pengembangan perikanan air tawar, air
payau dan laut;

g. Melaksanakan uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan
spesifik wilayah dan bahan teknis peningkatan produksi perikanan
budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi melalui
penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
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Melaksanakan  standarisasi,  kelayakan  teknis,  aplikasi
pengembangan dan penyebarluasan teknologi, serta evaluasi
penerapan teknologi dalam kegiatan pengembangan usaha
perikanan air tawar, air payau dan laut;

Melaksanakan koordinasi, kerjasama kemitraan, pengembangan
sumberdaya manusia dan kelembagaan budidaya ikan, fasilitasi dan
pendampingan terhadap pembudidaya ikan dalam rangka
pengembangan investasi;

Melaksanakan verifikasi, rekomendasi, permantauan terhadap
permohonan*bantuan 'keuangan, dan hibah/bantuan sosial serta
realisast aspek Produksi dan Usaha;

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas dan UPTD;

Melaksanakan evalluasi Kkinerja, pelaporan dan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup di lingkungan seksi Produksi
dan Usaha; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain-yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 515

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
penyiapan bahan, perumusan rkebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pefaporan pelaksanaan sarana dan prasarana.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seksi sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas:

a.
b.

Merencanakan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Sarana dan
Prasarana;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Sarana dan Prasarana;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Sarana dan
Prasarana;

Melaksanakan standardisasi dan kelayakan teknis sarana dan
prasarana pengembangan perikanan air tawar, air payau dan laut
meliputi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, inventarisasi,
identifikasi dan analisis data serta sistem informasi potensi sarana
dan prasarana budidaya perikanan;
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f. Melaksanakan pengadaan dan penyaluran benih ikan, sarana
produksi, tata pemanfaatan air, zonasi lahan dan perairan untuk
kepentingan pengembangan budidaya perikanan;

g. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan,
pengendalian, pengawasan, peredaran dan pemanfaatan serta
evaluasi ketersediaan sarana produksi lainnya;

h. Melaksanakan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap
permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta
realisasi aspek sarana dan prasarana;

I. Melaksanakan koordinasi-dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas.dan UPTD;

J. Melaksanakan evaluasi kinerja, pelaporan dan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup di lingkungan seksi Sarana dan
Prasarana; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasal 516

Seksi Kesehatan lkan dan Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,

fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kesehatan
ikan dan lingkungan:

Untuk melaksanakan tugas-dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas:

a.  Merencanakan kegiatan seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Kesehatan
Ikan dan Lingkungan;

c. Membimbing pelaksanaan.tugas bawahan di lingkungan seksi
Kesehatan Tkan dan Lingkungan;

d. Memeriksa hasil kerjabawahan di lingkungan seksi Kesehatan Ikan
dan Lingkungan;

e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan
pencegahan, penanggulangan hama, penyakit dan pencemaran
perairan serta dampak yang ditimbulkan dalam aspek kesehatan
ikan dan lingkungan;

f. Melaksanakan perlindungan sumberdaya meliputi inventarisasi,
identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi
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potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindingi, hama
penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan
kimia dalam budidaya ikan;

g. Melaksanakan pengelolaan lingkungan, pengendalian, pengawasan,
peredaran dan penggunaan obat ikan bahan kimia, bahan biologi,
dampak penggunaan sarana produksi serta higienitas dan sanitasi
lingkungan usaha perikanan budidaya;

h. Melaksanakan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai
kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan
lingkungan perairan;

I. Melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis, monitoring,
pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya
perairan serta fasilitasi kesehatan ikan dan lingkungan;

J.  Melaksanakan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan
dan hibah/bantuan sosial di seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

k. Melaksanakan evaluasi, pelaporan, pengendalian dan penyusunan
bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan seksi Kesehatan
Ikan dan Lingkungan;

I. ~ Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan dinas
dan UPTD; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan ‘lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

f. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2016 Pasal 517
1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi

memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan

kebijakan, koordinast, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan

terkait pengolahan dan pemasaran;

2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengolahan
dan pemasaran;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
pengolahan dan pemasaran;
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Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan bidang pengolahan dan pemasaran;

Menyedia pelaksanaan tugas bawahan di ingkungan bidang
pengolahan dan pemasaran;

Menyusun bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan
pengendalian teknis di bidangpengolahan dan pemasaran, meliputi
pengembangan mutu dan diversifikasi produk, pengembangan
investasi produk, pengembangan investasi dan logistik promosi dan
pemasaran;

Menyusun:bahan kebijakan teknis, fasilitasi pengembangan mutu,
diversifikasi - produk, pengembangan investasi dan logistic
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

Menyusun bahan fasilitasi promosi, pemasaran hasil perikanan,
serta koordinasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan;

Menyusun bahan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan
hasil perikanan, fasilitasi dan rekomendasi teknis pengembangan
mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan
logistik, promosi dan pemasaran-serta impor hasil kelautan dan
perikanan;

Menyusun  bahan pembinaan, pendataan, pendampingan,
pengaturan, .pengendalian teknis perizinan usaha pemasaran dan
pengolahan hasil'perikanan;

Menyusun bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengolahan
dan pemasaran;

. ‘Menyusun bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan
sosial'serta realisasi aspek bidang pengolahan dan pemasaran;
Menysuunbahan. keordinasi dan pembinaan cabang dinas dan
UPTD;

. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan Tindak
Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup di bidang pengolahan
dan pemasaran;

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan bidang pengolahan dan pemasaran; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari :

a.
b.
C.

Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik; dan
Seksi promosi dan Pemasaran.

Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Pasal 518

1) SeksiBina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
fasilitasi dan koordinasi,.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina mutu
dan diversifikasi produk:

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.mempunyai rincian
tugas:

2)

a.
b.

Merencanakan kegiatan seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Bina Mutu dan
Diversifikasi Produk;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Bina
Mutu dan Diversifikasi Produk;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Bina Mutu dan
Diversifikasi Produk;

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis
aspek pengembangan_mutw \dan  diversifikasi produk meliputi
investarisasi, identifikasi'dan analisis data serta penyusunan sistem
informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah,
eksportir dan industry perikanan, dan fasilitas penunjang pasca
panen;

Melaksanakan pengembangan mutu dan diversifikasi produk serta
bahan "kebijakan teknis kendali mutu di unit pengolahan sesuai
standar Cara Pengolahan lkan yang Baik (CPIB) dan prosedur
Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienis di Unit Pengolahan Ikan
(UPI);

Melaksanakan fasilitasi, kriteria prosedur mutu serta pengolahan
berdasarkan skala usaha pengolahan tradisional, menengah dan
modern;

Melaksanakan sosialisasi dan uji coba teknologi baru/teknologi
terapan diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan
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instansi/lembaga penelitian, dan peningkatan keterampilan
sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan;

I. Melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis, dan pemantauan
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan aspek pengembangan mutu dan
diversifikasi produk;

J- Melaksanakan verifikasi, rekomendasi dan. menyelenggarakan

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan
dan hibah/bantuan sosial di seksi Bina Mutu dan Diversifikasi
Produk;

k. Melaksanakan evaluasi, pelaporan; pengendalian, dan penyusunan
bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan seksi Bina Mutu dan
Diversifikasi Produk;

I.  Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas dan UPTD; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik pasal 519

Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, ~fasilitasi dan . koardinasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan investasi dan logistik:

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seksi pengembangan investasi dan logistik mempunyai rincian

tugas:
a. Merencanakan kegiatan Seksi* Pengembangan Investasi dan
Logistik;

b. Membagi “tugas.. kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Investasi dan Logistik;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Investasi dan Logistik;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Investasi dan Logistik;

e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pengembangan investasi dan logistic meliputi inventarisasi,
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identifikasi dan analisis data, penyusunan sistem informasi investasi
dan logistic, serta pelayanan usaha;

Melaksanakan fasilitasi, standarisasi, Kkriteria, prosedur, dan
sosialisasi teknis pengembangan investasi dan logistic hasil
perikanan;

Melaksanakan fasilitasi pemetaan dan informasi produk kelautan
dan perikanan, jaringan distribusi, dan kerjasama kelembagaan, tata
kelola dan pemantauan produk kelautan dan perikanan;
Melaksanakan standarisasi dan diklat sertifikasi sistem mutu hasil
perikanan, pengumpulan data analisa data statistic, ketenagakerjaan
dan Kemitraan;

Melaksanakan penerbitan perizinan usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi, investasi dan pengembangan usaha hasil
perikanan;

Melaksanakan pembinaan, pengendalian =~ dan pemantauan
pelaksanaan urusan pemerintah provinsi aspek pengembangan
investasi dan logistik;

Melaksanakan verifikasi, rekomendasi dan menyekenggarakan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan
dan hibah/bantuan sosial di seksi pengembangan investasi dan
logistik;

Melaksanakan evaluast, pelaporan, pengendalian dan penyusunan
bahan tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan seksi pengembangan
investasi dan logistik;

. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas dan UPTD; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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Seksi Promosi dan Pemasaran Pasal 520

Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Promosi
dan Pemasaran:

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai rincian tugas:

a.
b.

Merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran;

Membagi tugas kepadabawahan di lingkungan Seksi Promosi dan
Pemasaran;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi dan Pemasaran;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan
Pemasaran;

Melaksanakan koordinast, pembinaan, pengendalian teknis aspek
promosi dan pemasaran meliputi investarisasi, identifikasi dan
analisis data serta penyusunan sistem informasi unit usaha
pengolahan perikanan skala kecil, menengah, besar, eksportir dan
industri perikanan, dan potensi pasar lokal;

Melaksanakan promosi, pemasaran hasil perikanan, sosialisasi
standar, pedoman, Kkriteria, dan prosedur. pengembangan serta
fasilitasi dan-penguatan:promosi dan pemasaran hasil perikanan;
Melaksanakan rekomendasi impor produk hasil perikanan,
kebijakan promosi dan pemasaran hasil perikanan melalui pameran,
bazaar, expo, festival, demo dan promosi usaha lainnya;
Melaksanakan manajemen pemasaran hasil perikanan kepada
pelaku usaha melalui temu usaha, tamu bisnis dan lainnya;
Melaksanakan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan
masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan;
Melaksanakan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan
dan hibah/bantuan sosial di Seksi Promosi dan Pemasaran;
Melaksanakan evaluasi, pelaporan pengendalian dan penyusunan
bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Seksi Promosi dan
Pemasaran;
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I.  Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan cabang
dinas dan UPTD; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

i eli I kepala dinas, sekretaris
dinas, ) ‘ ‘hm&“‘ .Qg dan sub bagian
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diperoleh dapat dilampirkan sebagai berikut.

a. Jenis Kelamin
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Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan
dari para responden yang memberi tanggapan dan sebagai salah satu pengaruh

yang dapat menentukan disiplin kerja pegawai terhadap studi pelaksanaan

22%

Jika dilihat dari jenis kela U lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari
pada perempuan bahwa mayoritas kepemimpinan adalah laki-laki karena harus
berani dalam bertindak dan tegas dalam memberikan sanksi jika terkadi
diskedisplinan yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau.
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b. Usia Responden

Usia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menilai kemampuan

Persentase

(42%)

(33%)

(21%)

(100%)

pegawai dikantor Dinas dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
berada pada rentan usia produktif, dikarenakan dalam usia 30-40 tahun
memiliki semangat Kkerja tinggi sehingga target yang dibebankan Dinas

Kelautan dan Perikanan dapat tercapai dengan baik.

c. Tingkat pendidikan responden



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

90

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor dalam menentukan penempatan

kerja pegawai agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan keahliannya atau

sesuai dengan pendidikan terakhir yang ditempuh di dinas kelautan dan

dinas kelautan

Jumlah
7

1 (4%)

1 (4%)

1 (4%)

1 (4%)
keuangan

5 Sub bagian 1 (4%)
umum dan

kepegawaian
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6 Kabid - 1 - 1 (4%)
Kelautan dan
Pengawasan
7 Kabid - - 1 1 (4%)
Perikanan dan

1 (4%)

1 (4%)

15 (64%)

24

100%

pegawai karena pendidikan juga merupakan faktor yang dapat mendukung

untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai karena sebagai seorang yang

berpendidikan dapat lebih intelektual dan mempunyai pemikiran yang luas dan
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baik. Tetapi kenyataannya masih banayak pegawai yang kurang kesadarannya

dalam menjaga kedisiplinan sebagai seorang pegawai.

Tanggapan responden terhadap studi pelaksanaan disiplin kerja pegawai

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

perikanan Provinsi Kepulaua au dengan menyajikan data yang dihasilkan

dapat dipahami lebih mudabh.

1. Kesejahteraan
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Setelah karyawan diterima dan dikembangkan mereka perlu dimotivasi

agar tetap mau bekerja pada perusahaan sampai pensiun. Untuk

mempertahankan karyawan ini maka diberikan kesejahteraan atau kompensasi

Tabel V.IV: tanggapan responden tentang kesejahteraan dalam studi
pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil (PNS) pada dinas kelautan

dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau
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No Sub Indikator Rekapitulasi hasil penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang
Baik Baik

1 | Memberikan | 20 (87%) | 3(13%) | 0(0%) | 23 (100%

L\ \

23 (100%)

o

>

- 46
- 23 (100%)
(0% (100%)

hadiah karena mereka tela akukan pekerjaan dengan baik, apabila
pembayaran gaji pokok biasanya dilakukan perbulan maka pembayaran bonus
dilakukan secara variasi, tergantung kriteria seperti omset tahunan perusahaan
atau jumlah pelanggran yang diperoleh atau nilai saham perusahaan saat ini,

dengan begitu pembayaran bonus dapat bertindak sebagai insentif bagi para
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pekerja agar termotivasi untuk mencari keuntungan keberhasilan ekonomi
perusahaan. Bonus berupa tahunan biasanya dalam bentuk uang tunai yang
diberikan karyawan jika kerja tahunan perusahaan melebihi target keuangan
dan non-keuangan yang..ditentukan..Ukuran bonus umumnya dinyatakan
sebagal persentase dari gaji pokok yang mungkin memiliki minimum dijamin
dan maksimum tertentu.=Nominal:bonus Kinerja biasanya bervariasi antara
individu, sesuai dengan pencapaian kinerja .masing-masing karyawan.
Sedangkan untuk sub indikator yang kedua yaitu memberikan fasilitas rumah
dinas kepada pegawai yang berdomisili diluar kota dapat dilihat bahwa yang
menjawab baik 17 orang 74% dan yang menjawab cukup baik ada 6 orang 26%
dan yang menjawab kurang baik tidak ada atau 0% dari.23 responden, dari sub
indikator  kedua pihak pimpinan cukup baik dalam menjalankan tugas
kesejahteraan dan memberikan fasilitas yang cukup kepada pegawainya yang
berdomisili diluar kota. Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa
untuk indikator kesejahteraan dengan sub indikator memberikan bonus kepada
pegawai yang berprestasi dan memberikan fasilitas rumah dinas kepada
pegawai yang berdomisili diluar keta; pegawai yang menjawab baik ada 18
orang 78% dan yang menjawab baik ada 5 orang 22% dan yang menjawab
kurang baik 0 orang 0%. Dari semua hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa
pimpinan sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin supaya pegawai
punya semangat lebih untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya,

dalam kesejahteraan pegawai juga mempunyai pikiran, perasaan, status,
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keinginan dan latar belakang yang heterogen serta kondisi yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, pimpinan harus bisa mendorong karyawan agar tetap produktif
dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing Yyaitu
dengan memberikan sesuatu yang menimbulkan kepuasan dalam diri karyawan,
sehingga perusahaan dapat mempertahankan pegawai yang loyalitas dan
dedikasi yang tinggi_serta' memiliki pengalaman dan potensi dalam bidang
pekerjaannya. Hasil wawancara dengan Bapak Agoes Sukarno,S.Sos selaku
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal

18 januari 2021 bahwa:

“kesejahteraan bertujuan untuk memberikan suatu keamanan tambahan
ekonomi di atas pembayaran pokok dan pembayaran perangsang serta hadiah-
hadiah kecil yang berhubungan lainnya, tingkat kesejahteraan juga mencakup
semua Jenis pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung,
tunjangan kesejahteraan biasanya diterima oleh pegawai meliputi tunjangan
makan, .tunjangan transport, tunjangan hari raya (TFHR), dan tunjangan
kesehatan:”

Dalam bekerja seorang karyawan tentunya menginginkan memperoleh
sesuatu sesual dengan yang diharapkannya, salah satu bentuk keinginan yang
ingin diperolehadalah kesejahteraan dalam bekerja. Jadi kesejahteraan pegawali
suatu usaha perusahaan sebagai-balas jasa pelengkap berupa uang dan
tunjangan ataupun penghargaan baik secara langsung maupun tidak langsung
berdasarkan kebijaksanaan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam
rangka mempertahankan karyawannya dan memperbaiki kondisi baik secara

fisik maupun mental psikologis karyawan agar sejahtera dan produktivitas
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kerjanya meningkat. Karena hal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan
disiplin kerja, turunnya kinerja pegawai juga bisa disebabkan kurangnya tingkat

kesejahteraan yang diterima pegawai. Bahwasannya tingkat kesejahteraan yang

H lauan Riau untuk
ebih memperhatikan
ekonomis, fasilitas
kan faktor-faktor
a akan membantu

o
s e
[
&
o
o
I s
)

eh faktor lain yang
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2. Ancaman (sanksi)

Ancaman (sanksi) merupakan salah satu indikator yang berpengaruh

dalam meningkatkan disiplin pegawai, dengan.ancaman sanksi yang semakin

ung pada baik

sanksi) dalam studi
ada dinas kelautan

Jumlah

23 (100%)

fo

s 1
L

<&
¥‘-

12 (52%) | 23 (100%)

jabatan kepada
pegawai yang
mangkir 50%
Jumlah 11 23 12 46
Rata-rata 6 11 6 23 (100%)
Persentase (26%) (48%) (26%) (100%)

Sumber: Data hasil penelitian 2021
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Dapat dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk indikator
Ancaman (sanksi) memiliki dua sub indikator yang pertama yaitu berat dan

ringan sanksi atas memberikan surat peringatan (SP) 8 orang 35% menjawab

X
%
At per
o
7
‘W
'ba

At
“.":‘
>
=,
5
a
3
?} .
o
)
3

, 48% menjawab cukup baik

indikat Q (s jawab t
indikator anca @““%

dan 26% menjawab k wa hal ini sangat berpengaruh dalam
meningkatkan disiplin kerja, maka pimpinan dan para pegawai harus saling
mengingatkan dan bermusyawarah untuk kepentingan bersama karena dengan

adanya sanksi baik atasan maupun bawahan akan mendapatkan perlakuan yang

sama dari hasil tanggapan responden. Ancaman (sanksi) kurang terlaksana di
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dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan baik. Hasil
wawancara dengan Bapak Agoes Sukarno,S.Sos sebagai Sekretaris Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Januari 2021

beliau mengatakan:

“bahwa sanksi hukuman pegawai di dinas kelautan dan perikanan ini
masih mengacu kepada Peraturan- Pemerintah No.53 Tahun 2010, dimana
didalamnya terdapat.sanksi ringan, sedang/dan berat. Akan tetapi sebelumnya
kami-melakukan-pembinaan dulu jika masih ringan, jika selalu diulangi maka
akan keluar surat teguran tertulis dan membuat surat perjanjian diatas materai.
Dan selama ini sanksi hukuman yang kami terapkan sudah terlihat efek jeranya.
Ancaman (sanksi) yang terkhusus dibuat untuk meningkatkan disiplin kerja
pegawai dan apabila terjadi suatu kesalahan yang fatal, akan dilakukan teguran
secara langsung berupa surat peringatan (SP).”

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat dalam indikator ini
yaitu ancaman (sanksi) di dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan
Riau memang belum sepenuhnya diterapkan sanksi hukuman karena masih
banyaknya pegawai yang,tidak mematuhi,peraturan dan adanya pegawai yang
mengatakan = bahwa sanksi hukuman belum diterapkan sepenuhnya.
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pegawai yang didinas
kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk keterlambatan belum
diterapkan sanksi yaitu seperti.teguran lisan maupun tulisan yang dijelaskan

oleh sekretaris dinas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas pada indikator ancaman (sanksi) penulis
mengambil kesimpulan bahwa belum maksimalnya dalam memberikan sanksi

kepada pegawai yang melakukan indisipliner. Berdasarkan dari Peraturan
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Pemerintah No0.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa
hukuman Disiplin Ringan itu adalah Teguran lisan, teguran tertulis dan

pernyataan tidak puas secara tertulis.

pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil (PNS) pada dinas kelautan

dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau
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No

Sub Indikator

Rekapitulasi hasil penilaian

Jumlah

23 (100%)

23 (100%)

46 (100%)

23 (100%)

100%

tersebut dapat dilihat dari tabel diatas O dengan (0%) tidak ada yang menjawab

baik 20 orang dengan 87% menjawab cukup baik dan 3 orang dengan 13%

menjawab kurang baik dari 23 responden. Dari hasil penilaian sub indikator

yang pertama bahwasannya pemimpin di dinas kelautan dan perikanan Provinsi
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Kepulauan Riau sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Dan dari sub
indikator yang kedua pimpinan memberikan teguran langsung kepada pegawai

jika tidak disiplin, dari sub indikator tersebut dapat dilihat dari table diatas

q pimpinan akan disegani dan

\ LI\
diakui kepemimpinannya pina bawahannya. Dari hasil ini dapat
disimpulkan bahwa pimpinan sudah bertindak cukup baik untuk tegas dalam
membina bawahannya guna meningkatkan disiplin kerja tetapi masih ada 4%

lainnya yang merasa kurang baik yang mungkin pemimpin masih bisa untuk

lebih memperhatikan lagi bawahannya yang masih tidak disiplin dalam bekerja.
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Hasil wawancara dengan Bapak Agoes Sukarno,S.Sos sebagai Sekretaris Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 januari 2021

mengatakan:

“bahwa saya selaku sekretaris pimpinan merasa bahwa ada ketegasan
dari kami tapi tidak selalu tegas tentu ada aturannya, Karena tidak banyak
pegawai yang kurang disiplin, kalau banyak pegawai kami yang kurang disiplin
barulah kami melakukan ketegasan:-Bentuk ketegasan kami itu kami umumkan
rekap absen setiap bulannya, kalau lebih’dari.tiga minggu pegawai tidak ikut
apel pagi, itu kami buat teguran secara tertulis;falu baru.ditegur secara lisan,
kalau umpamanya sudah lebih dari enam kali kita panggil secara tertulis baru
pegawai tersebut buat perjanjian diatas materai dengan tulisan tangan.”

Sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab atas disiplin kerja
pegawainya, pemimpin juga dituntut untuk menegur dan memberikan sanksi
jika diperlukan karena itu diperlukan untuk membuat sanksi agar tidak terjadi
pelanggaran peraturan oleh bawahan. Karena menegur dan memberikan sanksi
kepada pegawai yang disiplin akan mewujudkan disiplin kerja yang baik

terhadap bawahannya.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menilai bahwa indikator
ketegasan memang masih belum terlaksananya pimpinan dalam hal ketegasan,
berdasarkan data yang penulis. peroleh dari dinas kelautan dan perikanan
Provinsi Kepulauan Riau bahwa setiap bulannya pegawai selalu terlambat
memasuki jam kerja bahkan setiap bulannya semakin meningkat keterlambatan

pegawai di dinas kelautan dan perikanan. karena jika pimpinan tegas terhadap
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pegawainya maka tidak akan ada pegawai yang tidak disiplin karena pimpinan

bukan hanya sekedar tegas dalam berbicara tetapi juga tegas akan tindakannya.

Berdasarkan uraian diatas untuk indikator ketegasan berada pada

gen. Dengan hasil
un yang terjadi
egur maka terjadi

bahwa tidak aka

keterlambatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan hasil tanggapan
responden untuk mengetahui tentang tujuan dan kemampuan pegawai dalam

bekerja dapat dilihat dari tabel berikut:
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Tabel V.VII: tanggapan responden tentang tujuan dan kemampuan dalam

studi pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil (PNS) pada dinas

kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau
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No

Sub Indikator

Rekapitulasi Hasil Penilaian

Jumlah

23 (100%)

23 (100%)

46

23 (100%)

100%

menjawab kurang baik dari 23 responden. Dapat disimpulkan bahwa pegawai

di dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau bahwa pegawai selalu

berusaha dalam meningkatkan kinerjanya, ini merupakan hal yang sangat

penting untuk memberikan pelayanan terbaik agar tidak terjadi keterlambatan..
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Hasil dari sub indikator yang kedua pegawai mengerjakan pekerjaan sesuai
dengan keahlian dapat dilihat dari tabel diatas 20 orang 87% menjawab baik

dan 3 orang 13% menjawab cukup baik dan 0 dengan (0%) menjawab kurang

erja sesuai dengan

RALNALAES
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’ akan tugas dan tujuan pegawai
LTS O

tersebut sudah sejalan de ang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu memberikan pelayanan

semaksimal mungkin kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak

Agoes Sukarno,S.Sos sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Januari 2021:
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“bahwasannya beliau mengatakan tujuan Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ini tujuan pegawai itu
harus sejalan dengan tujuan dinas kelautan dan perikanan, dimana tujuan dinas
kelautan dan perikanan adalah memberikan pelayanan prima atau maksimal
kepada masyarakat, akan tetapi kita tidak bisa mempungkiri bahwa masih ada
Pegawai Negeri®Sipil yang tujuannya belumsejalan dengan tujuan Dinas
Kelautan dan PerikananProvinsi Kepulauan Riau. Dikantor dinas kelautan dan
perikanan pegawainya sudah bekerja sesuai dengan keahliannya masing-
masing agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan”.

Dari hasil observasi-peneliti menilai bahwa pegawai di dinas kelautan
dan perikanan provinsi kepulauan riau bekerja sesuai dengan keahliannya,
bekerja sesuai dengan keahliannya merupkan salah satu hal penting dalam
meningkatkan disiplin kerja pegawal, jika pegawai tidak bekerja sesuai dengan
keahliannya akan berimbas ke pekerjaan yang tidak tepat waktu. Di dinas
kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator tujuan dan
kemampuan termasuk pada kategori penilaian disiplin. Akan tetapi masih
adanya pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang.telah ditetapkan yaitu
Peraturan pemerintah No.53 Tahun2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil,
pegawai yang tidak mematuhi peraturan Kketentuan jam kerja yang
menyebabkan Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan sulit untuk tercapai, tujuan
Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal

kepada masyarakat tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. Teladan Pimpinan
Indikator yang berpengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai

adalah teladan pimpinan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh
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bawahannya dalam memberikan contoh yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata
dalam perbuatannya. Karena pimpinan harus menyadari bahwa pimpinan tidak

boleh berharap bawahannya disiplin apabila dirinya sendiri tidak disiplin.

Jumlah

23 (100%)

23 (100%)

iy disay yejepe il udwnyo(]
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tugasnya
Jumlah 11 0 46
Rata-rata 17 6 0 23 (100%)
Persentase (74%) (26%) 0% 100%

Sumber: Data hasil penelitian 2021
Indikator teladan pimpinan terdiri dari dua sub indikator yang terjadi

penilaian yang pertama Pimpinan perlu memberikan motivasi kerja dan contoh
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yang baik kepada pegawainya dari sub indikator tersebut dapat dilihat 16 orang
dengan 70% menjawab baik dan 7 orang dengan 30% menjawab cukup baik
dan 0 dengan (0%) menjawab kurang baik dari 23 orang responden, dari hasil
sub indikator pertama dapat disimpulkan bahwa pimpinan sudah cukup baik
dalam memberikan contoh dan sebagai panutan yang baik kepada pegawainya,
maka dari itu pimpinan -harus:-memiliki sifat yang sesuai dengan kata dan
perbuatannya agar tidak terjadi kesalah pahaman baik antara pimpinan dan
bawahan ataupun sesame pegawal yang memiliki pendapatnya sendiri
mengenai pimpinan dan pimpinan juga harus jujur. Untuk sub indikator yang
kedua jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dari sub
indikator tersebut 19 orang 83% menjawab baik dan 4.orang 17% menjawab
cukup baik dan 0 dengan (0%) menjawab kurang baik dari 23 orang responden,
dari hasil sub indikator yang kedua pinpinan yang jujurdan bertanggungjawab
bisa memberikan motivasi kepada bawahan bahwa mereka memiliki pimpinan
yang baik dan patut dicontoh dan dapat meningkatkan disiplin kerja pegawali.
Dari hasil tanggapan responden pegawai dapat diketahui bahwa
penilaian terhadap teladan pimpinan 17 orang dengan persentase (74%)
menjawab baik, 6 orang dengan persentase (26%) menjawab cukup baik dan 0
dengan persentase 0 (0%) menjawab kurang baik dari 23 responden. dari kedua
sub indikator diatas dapat disimpulkan bahwa teladan pimpinan dikantor dinas
kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau dinilai cukup baik

dikarenakan pimpinan harus memberikan contoh dan panutan, maka dari itu
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pimpinan harus memiliki sifat yang sesuai dengan kata dan perbuatannya agar
tidak terjadi kesalah pahaman antara pimpinan dengan bawahannya.

Sebagai pimpinan yang menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya
guna meningkatkan disiplin kerja pegawai, pimpinandituntut untuk perperilaku
sebaik mungkin terlepas dari seorang manusia yang tiada sempurna. Karena
bawahan akan sangat_disiplin‘jika pimpinannya juga disiplin terkhusus dalam
kata dan perbuatan yang menjadi penilaian bagi bawahan seperti apa sikap
pimpinan yang memimpin mereka. Hasil wawancara dengan Bapak Agoes
Sukarno,S.Sos selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau pada tanggal 18 januari 2021 bahwa:

“pimpinan di dinas kelautan dan perikanan ini-seorang yang apabila
dia mengatakan A dia akan berbuat A, karena dia tidak ingin bawahannya akan
salah paham dengan apa yang dijelaskannya dalam bekerja”.

selain sikap, sifat jujur dan bertanggungjawab juga menjadi pendorong
untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, dimana jujur adalah sifat alami
manusia yang tidak bisa ditebak tetapi bisa dinilai dan dirasakan pengalaman
bersama, pimpinan yang bertanggungjawab merupakan hal yang utama yang
harus dimiliki oleh seoraang pimpinanyang menjadi patokan bagi bawahannya
dan mengetahui apakah pimpinan seorang yang beratanggung jawab apapun
konsekuensinya.

Hasil dari observasi peneliti menilai pimpinan dalam memberikan
contoh kepada para pegawai untuk di jadikan teladan terlalu bersifat santai

sehingga pegawai juga santai dalam bekerja sehari-hari seperti tidak ada
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penyekat yang membuat rasa segan, rasa tidak enak jika terlalu santai. Mungkin
dalam bekerja memang baik bersifat santai tetapi harus ada hal yang membuat
para pegawai merasa segan atau merasa tidak enak jika terlalu santai dalam

bekerja. D
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Tabel V.IX: rekapitulasi jawaban responden di dinas kelautan dan

perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah

23
23

23
23

23

115
23
100%

Baik dengan persentase 52%, dan 39% memberikan jawaban cukup baik, dan
9% menjawab kurang baik dari 23 responden. Untuk seluruh indikator dalam
penelitian pada Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau berada

pada kategori cukup disiplin. Artinya indikator kedisiplinan pegawai sudah
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Disiplin, akan tetapi tidak semua indikator Disiplin atau terlaksana dengan

maksimal.

jumat pada pukul
a pukul 16:00 WIB

eharusnya pegawai

dan mentaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan

ketentuan jam kerja.

C. Hasil Observasi
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Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat dalam indikator
kesejahteraan didinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk
meningkatkan kinerja pegawai pihak manajemen harus lebih memperhatikan
faktor-faktor kesejahteraan yang diberikan seperti faktor ekonomis, fasilitas
dan pelayanan bagi pegawainya. Dengan meningkatkan faktor-faktor
kesejahteraan yang diberikan ‘kepada pegawal tentu saja akan membantu
meningkatkan Kinerja pegawai yang sudah ditunjang oleh faktor lain yang
mempengaruhi kinerja pegawai. Selanjutnya hasil dari observasi ancaman
(sanksi) yang dilakukan peneliti melihat dalam indikator ini yaitu ancaman
(sanksi) di dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau memang
belum sepenuhnya diterapkan sanksi hukuman karena masih banyaknya
pegawai yang tidak mematuhi peraturan dan adanya pegawai yang mengatakan
bahwa sanksi hukuman belum diterapkan sepenuhnya. Berdasarkan wawancara
penulis dengan salah satu pegawai yang didinas kelautan dan perikanan
Provinsi Kepulauan Riau untuk keterlambatan belum diterapkan sanksi yaitu
seperti teguran lisan maupun tulisan yang-dijelaskan oleh sekretaris dinas
tersebut. Untuk hasil observasi. ketegasan peneliti menilai bahwa indikator
Ketegasan memang masih belum terlaksananya pimpinan dalam hal ketegasan,
berdasarkan data yang penulis peroleh dari dinas kelautan dan perikanan
Provinsi Kepulauan Riau bahwa setiap bulannya pegawai selalu terlambat
memasuki jam kerja bahkan setiap bulannya semakin meningkat keterlambatan

pegawai di dinas kelautan dan perikanan. karena jika pimpinan tegas terhadap
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pegawainya maka tidak akan ada pegawai yang tidak disiplin karena pimpinan
bukan hanya sekedar tegas dalam berbicara tetapi juga tegas akan tindakannya.
Dari hasil observasi tujuan dan kemampuan peneliti menilai bahwa pegawai di
dinas kelautan dan perikanan provinsi-kepulauan riau bekerja sesuai dengan
keahliannya, bekerja sesuai dengan keahliannya merupkan salah satu hal
penting dalam meningkatkan disiplin kerja pegawali, jika pegawai tidak bekerja
sesual dengan keahliannya akan berimbas ke pekerjaan yang tidak tepat waktu.
Di dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator
tujuan dan kemampuan termasuk pada kategori penilaian disiplin. Akan tetapi
masih adanya pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
yaitu Peraturan pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri
Sipil, pegawai yang tidak mematuhi peraturan ketentuan jam kerja yang
menyebabkan Tujuan-Dinas Kelautan dan,Perikanan sulit untuk tercapai, tujuan
Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Hasil dari observasi teladan pimpinan peneliti menilai pimpinan dalam
memberikan contohkepada para ‘pegawai untuk di jadikan teladan terlalu
bersifat santai sehingga pegawai juga santai dalam bekerja sehari-hari seperti
tidak ada penyekat yang membuat rasa segan, rasa tidak enak jika terlalu santai.
Mungkin dalam bekerja memang baik bersifat santai tetapi harus ada hal yang
membuat para pegawai merasa segan atau merasa tidak enak jika terlalu santai

dalam bekerja. Dan pimpinan yang jarang ditempat pun membuat para pegawai
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bersikap sesuka hatinya, karena bagaimana pegawai adalah hasil dari sikap dan

sifat pimpinan kepada bawahannya.
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. Hambatan dan Kendala

Dalam melaksanakan penelitian dengan studi pelaksanaan disiplin kerja

pegawai negeri sipil (PNS) pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

pegawai yang tidak disiplin, hasil tanggapan responden adalah cukup baik.
4. Untuk indikator tujuan dan kemampuan Pegawai mengerjakan pekerjaan
sesuai keahlian, hasil tanggapan responden adalah baik.
5. Untuk indikator teladan pimpinan Jujur dan bertanggungjawab dalam

menjalankan tugasnya hasil tanggapan 23 orang responden adalah baik.
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Berdasarkan variable penelitian disimpulkan bahwa disiplin kerja

pegawai didinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau pada tabel

@
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukan beberapa

saran untuk pegawai didinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau:

2. #g aturan segera
g

3. ‘b @_E' awahannya untuk

Simpi erlalu bersifat santai

I seperti tidak ada
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